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WALIKOTA KENDARI 

PBRATURAlf WAJ.IKOTA KBlfDARI 
JlfOMOR b TABUII' :2019 

T&JfTAlfG 
PEOOllAJf PEll'GE!fDALL\ll' llUARA TELEKOIIUWIKA81 

KOTA KSJIDARI 

DEROAJf RAHIIAT TUBAll' YAJll'G llABA E8A 
WALIXOTA KSJIDARI 

Menimbang : a. bahwa dengan semakin bcrkembangnya keJata.n usa.ha 
telekomunikasi dan teknologi layanan telekomUn!kasi yang 
dinamia serta meningkamya kebutuhan maayarakat terhadap 
layanan telekomunlkaai, telah mendorong adany� pele.ksanaan 
pembangunan menara telekomunikasi di Daerah sehingga 
perlu dilakukan upaya pengcndalian pcmba.ngunan menara 
telekomunikaai agar sdaraa dengan rencana tata ruang wilayah 
Daerah; 

b. bahwa dalain rangka pdakaanaan penaenda].ian pemb&ngunan 
menara telekomunikasi apr 8eS11Ai denp.n tat.a ruang wilayah 
Daerah perlu menetapkan pedoman pcngendalian menara 
telekomunikaai di Kot.a Kendari; 

c. bahwa berdaaarkan pcrtimbangan sebegaimana dimakaud dala.rn 
hurur a dan hurur b, pcrlu menetapkan Peraturan Walikota 
tentang Pedoman Penscndalian Menara Telekomunikasi di Kota 
Kendari. j 

Mengingat I. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tenta.ng Pcmbentukan 
Kotamadya Oaerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44!1 Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndoneaia Nomor 3602)j 

2. Undang-Undang Hornor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikaai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1,, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung ({Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4247); 

4. Undang·Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia rrahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); I 5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2009 tentang Penerbangan 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 29()9 Nomor I 
Tambahan Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 4956); 

6. Undang·Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribuai Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Iahun 2009 Nomar 130, TRmbahan Lembaran NeAAn! Republik 



7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 1Perlindungan 
dan Pengelolaan Ungkungan Hidup (Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2009 iNomor 150, Tambahan Leiba.ran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan 
Dacrah (Lcmbaran Nesa,a Republik Indonesia Tahutl 2014 Nomor 
244, Tambahan Lemhi.ran Negara Repubhk lnddnesia Nomor 
5587) sebagaimana telM diube.h beberapa kali tertlkhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pcn!bahan Kcdua 
At.as Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubpk Lndonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lcmbruan Negara Republik 
Indonesia Hornor 5679); 

9. Pemturan Pcmerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 
Pcnyelenggaraan Telekomunikasi (Lcmbaran Negarla Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambah.l.n Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 

10. Peraturan Pcmerinta� Nomor 70 Tahun 2po1 tentang 
Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik lndpne8ia Tahun 
2001 Nomor 128, Tambahan Lembamn Negara Republik 
Indonesia Nomor 41461· 

11. Peraturan Pemerintahr Nomor 27 Tahun 2012 tcntang lzin 
Lingkungan {Lembaran Negara Republik tndo es!a Tahun 
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5285J; I 

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 
02/PER/M.KOMINF0/3/2008 tentang Pedoman rembangunan 
dan Penggunaan Mennra Bersama Telekomunikasi\ 

13. Peraturan Bersama Mentcri Dalam Negeri, Men[Fri Pekerjaan 
Umum, Menteri Komunikasi dan Tnfonnatika dan Kepala Sadan 
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 12009, Nomor 
07 Tahun 2009, Nomorl9/PER/M.Kominro/03/2009, Nomor 
3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan 
Bersama Menara Teleki;imunikasi; 

14. Peraturan Daerah Nomor IS Tahun 2008 Tentang Garis 
Sempadan Banguntl.n (L.embaran Daerah Kota Ktndari Tahun 
2008 Nomor 1 SJ; 

15. Pera.turan Deerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 011 Tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Oaerah Kota Kenda? Tahun 2011 
Nomor l); I 

16. Peraturan Oaerah Kota Kendari Nomor I Tahun 2012 Tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah {RTRW) Kota Kendari Tahun 
2010 - 2030 (Lembaran Oaerah Kota Kendari ITahun 2012 
Nomor 1); 

17. Peraturan Oaerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 12013 tentang 
Retribusi b:in Mendirikan Bangunan (Lembaran I Daerah Kota 
Kendari Tahun 2013 Nomor I); 

18. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kendari Noir 15 Tahun 
2008 Tentang Garis Sempadan (Berita Daerah ' OU!.. Kendari 
Tahun 2011 Nomor 36)i 

19. Peraturan Walikota Kendari Nomor 84 tahun 018 Tentang 
Penyelenggaraan lzin Mendirkan Bangunan Kota Kendari 
(Berita Daerah Kota Kcndari Tahun 2018 Nomor 8,) 



Ke-tapb.a PZRATURAJI' WAI IJWTA TBll'TAJIG pg])QIL\ll PBlfGBlfDAUAI 
llltRARA T£1.£KOIWIOKA8I DI KOTA KElfDARI 

BAB 1 
KltTBRTUAR UMUK 

Paa! l 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
I. Dacrah adaJah Kota Kendari; 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dengan perangkat sebe.gai 

unaur pcnyelcnggara pcmcrintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan uru.aan pcmerintahan yang mcnjadi kcwenangan 
Pemerintah Kota Kendari; 

3. Walikota adalah Walikota Kendari; 
4. Dinas adalah Dinas Pekcrjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kota Kendari; 
5. Kepala Dinaa adalah Kcpe.la Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kota Kcndari; 
6. DPM dan PTSP adaJah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpedu Satu Pintu; j 
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, roang laut 

dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai 
aatu keaatuan wilayah, tempe.t manusia dan mak.hluk la.in 
hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan 
hidupnya; 

8. Tata Ruang adalah wujud struktUT ruang dan pola ruang; 
9. Rencana Tata Ruang adalah huil percncanaan tata Ruang; 

10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW 
adalah haail perencanaan t.ata ruang pada wilayah 
yang merupakan kcsatuan geogtafis beserta segenap unaur 
terka.it yang be.ta& dan sistemnya ditentukan berdaaarkan 
aspek administrati!; 

11. Keterangan Rencana Kabupaten/Kot.a yang selanjutnya 
disinpat KRK ada]ah informui tentang perayaratan tata 
ba.ngunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah 
Kabupaten/Kota pruia.lokaai tertentu; 

12. Pe�ndaJia.n pemanfaatan ruang adalah upaya untuk 
mewujudkan teftib tata ruang; 

13. Ruang manfaat ja.lan adalah ruang sepa.njang jaJan yang 
dibe.taai oleh leb&r, tinggi dan kcdalaman tcrtenru yang 
ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan � untuk 
be.dan jalan, saluran tepi jalan, dan am bang pengilmannya; 

14. Ruang milikjalan adaJah ruang manfaatjaJan dan eejalur tanah 
tenentu di luar manf&at jaJan yang dipenmtukkan begi ruang 
manfaat jalan, pelebaran jalan, penambe.han ja]ur la1u lintas di 
maaa datang aerta kebutuhan ruangan untukj pengamanan 
jalan dan dibe.tasi oleh lebar, kcdalaman dan tinggi tertentu; 

15. Ruang pengawaaan jalan, yang selanjutnya disingkat Ruwasja, 
adalah ruang tertentu di luar ruang milik' jalan yang 
penggunaannya diawasi oleh pcnyelenggara jahtn agar tidak 
mengganggu pandangan hebe.a pengemudi, kodstruksi jalan, 
dan fungai jalan; I 

16. Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disebut RTH, adaJah 
area memanjang/jalur dan/atau menge!otllpok, yang 
.... nm,.nnnn"n lfthih hnrflifnt t•rhnlrn t•mn'lt f11mhnh 
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Ruang Terbuka Non Hijau, yang selanjutnya disebut RTNH, 
adalah ruang tcrbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk 
dalam kategori RTH, berupa lahan yang dipcrktras maupun 
yang berupa badan air; 
Telekomunikasi adalah sctiap pcmancaran, pengmman 
dan/atau penerimsan dari setiap infonnaai dalam bentuk 
tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui 
sistem kawat, optik, radio a.tau sistcm clektromagnetik lainnya; 
Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bengunan untuk 
kepentingan umum yang didirikan di etas 1tanah, atau 
bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dcngan 
bangunan gedung yang dipergunakan untuk I kepcntingan 
umum yang struktur fisiknya de.pat berupa ranpB. baja yang 
diikat olch berbagai simpul a.tau berupa bentuk � tanpa 
simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya discsuaikan 
scbagai sarana penunjang menempatkan I perangkat 
tclekomunikaai sclulcr; 
Base Transceiver Station, yang selanjutnya disingkat BTS 
adalah perangkat stasiun pemancer dan penekma telepon 
seluler untuk melayani sue.tu wilayah cakupan (l:cu coverage) 
yang memiliki kapa.sitas penanganan percakapan1 dan volume 
data (traffic handling capacity) dan dapat ditcmr 1 tkan pada 
bangunan mcnara Tclekomunikaai; 
Pcnyclenggaraan Tclckomunikasi adalah kegiataq penycdiaan 
dan peleyanan tclckomunikaai sehingga mCmungkinkan 
tcrselcnggaranya tclckomunikasi; I 
Pcnyclcnggara Tclckomunikasi adalah pcrscorangan, kopcrasi, 
badan usaha milik deereh, badan uaaha milik n'cgara, badan 
usaha swasta, instanai pemcrintah dan instansi pertahanan 
kcamanan Negara; 
Pcnycdia Mcnara Tclckomunilce.si yang selanjurnya 
disebut Pcnycdia Mcnara adalah pcrscorangan, ko rasi, badan 
use.ha milik dacrah, badan use.ha milik ncfCara, badan 
uaaha swasta yang mcmiliki dan mengclola mcnare. 
tclckomunilcasi untuk digunakan bcrsama olch P.Cnyclcnggara 
tclckomunikasi; I Pcngclola Mcnara Tclckomunikasi yang selanjurnya 
disebut Pengclola Mcnara adalah badan use.ha yang mcngelola 
atau mcngoperasikan rncnara yang dimiliki pihak lain; 
Garis Scmpadan Bangunan, sclanjutnya disebut loss, adalah 
garis yang tidak bolch dilampaui olch dcnah bangµnan kc arah 
Garis Sempadan Pagar, yang ditctapkan dalam renC&na kota; 
Izin Mcndirikan Bangunan, yang selanjutnya cifsingkat IMB 
adalah perizinan yang dibcrikan olch Kcpala Dinas kcpada 
pemilik bangunan untuk membangun baru, mcngubah, 
mcmperluas, mcngwaqgi dan/atau mcra.wa bangunan 
sesuai dcngan perayaratan administratif dan persyaraten tcknis 
yang bcrlaku; I 
Peta Titik Lokasi Mcnara, yang sclanjutnya disingkat Peta 
Lokasi adalah inionnaai tcntang penr.yaratan laf9 bangunan 
dan lingkungan guna pembangunan den/etau] pencmpatan 
bangunan mcnara yang dibcrlakukan olch Pcmcrintah Dacrah 
pada lokasi tcrtcntu; I 
Kocfisicn Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB 
adalah angka pcrscntase perbandingan ante.re. Juas selwuh 
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Mcnara green field adalah mcnara telekomunikasi yang 
didirikan di at.as tanah; 

Menara rooftop adalah menara tclekomunikasi yang didirikan di 
atas bangunan; 
Mcnara mandiri adalah menara tclckomunikasi }'.ang mcmiliki 
pola batang yang disusun dan disambung sehin8P mcmbentuk 
rangka yang bcrdiri sendiri tanpa adanya sokongati lainnya; 
Menara teregang adaleh menara telekomunikasi yang berdiri 
dcngan dipcrkuat kabeJ-kabcl yang diangkurkan pe.da landasan 
tanah dan disusun at.as pola batang yang men\;iliki dimensi 
batang lcbih kcci1 dari mcnara tclckomunikasi man!diri; 
Menara tunggal adalah mcnara tclekomunikasi yang 
bangunannya berbcntuk tungga1 tanpa. adanya simpul-simpul 
rangka yang mengikat aatu sama lain; 
Mcnara kamuna.se adalah mcnara tclckomunikaei yang 
dcsain dan bcntulmya diaclaraakan dcngan lingkungan dimana 
menara tersebut berada; 
Zona adalah kawasan atau area yang mcmiliki funpi dan 
karakteristik spesif"tk; 
Lokasi mcnara adalah tcmpat bcrdirinya menara mcliputi 
area minimal daya dukung mcnara dan ruang yang berpotensi 
tcrkena dampak oleh kebcradaan menara; 
Penyediaan infrastruktuT tclckomunikasi pasif adalah kegiatan 
penyediaan infrastruktur telckomunikasi yang meliputi menara 
tclckomunikasi macroceU bcrupa mcnara mandiri dan mcnara 
tunggal serta mcnara telekomunikasi microoeli ldan menara 
telekomunikasi picoceQ yang disertai dengan penggelaran kabel 
serat optic; 
Menara Telekomunikasi Microoell edalah bangunan menara 
tunggal dengan kctingian maksimal 18 (delapa.n belas) meter 
dari pennukaa.n tanah )'lUli; digunakan untuk menempe.tkan 
antena, Radio Remote Unit. beterai dan Redifier untuk ca.tu daye. 
li&trik dcngan perangkat BTS yang diletakkan p&da BTS Hotel/BTS 
Room/Data Center yana terhubung dengan kabel aerat optic; 
Menara Telckomunikaai bersarna adalah mena.ra telekomunikasi 
yang dape.t digunakan lebih dari dua r ' nyelenggara 
telekomunikasi; 
Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara yang digunakan 
untuk fungsi layanan telekomunikasi khusus yadg antara lain 
meliputi radio broadcast, radio pertahanan dan keamanan, 
radio komunita.s, radio taxi, radio meteorologi atau radio lainnya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan 
menara Telekomunikaai meliputi pekerjaan potidasi aampai 
pekerjaan konstruksi begian atas dalrun berl.tuk gambar 
AJ11itektura1, gamber sipil/struktur konstruksi )'ang dapat 
menggamba.rkan teknis konstruksi maupWl estetika 
AJ11itekturalnya secara jelas dan tepe.t dan gambar mckanikal 
clcktrika.l; 
Asct Pemcrintah Daerah adalah scmua kekayaan yang berwujud 
maupun tidak berwujud, b6ik yang bergcrak maupun yang 
tidak bergcrak serta beik yang dimWki/dikuasai olch 

' Pemcrintah Dacrah yang dapat dimanfaatkan untuk 
pembangunan dan/atau penempatan bangunan mcnara 
telekomunikasi; 
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Bangunan gcdung adalah wujud fisik hasil pckerjaan konstru.lcsi 
yang menyatu denpn tempat kedudukannya, aebegian atau 
scluruhnya bcntda dialas dan/atau air, yang berfunpi aebagai 
tempat manusia melakukan kcgiatan, baik untuk hunian atau 
tcmpat tinggal, kcgiatan kcagamaan, kegiatan usaha., 
kegi.atan 806ial, budaya maupun kegi.atan khusus; 
Kawasan sub zona mcnara adalah zona yang dipcrbolehkan 
terdapat mcnara tanpa rekayasa teknis; 
Kawasan sub zone mcnara bcbas visual adala zone 
diperbolehkan terdapat mcnara dcngan pcrsyaral.an rckayasa 

' teknis dan desain tertentu sehingga mcnara tidak tcrlihat 
scperti menara, dima.na Sub zona m c n a r a it\i bertujuan 
untuk menjaga. eatctika ruang. tcrutama pada ruang dengan 
elemen-elemen kawasan yang i:nenjadi focal point 
kabupaten/kota atau mcndukung pcnguatan citn. kawasan 
tersebut; 
Kawasan Khusua adalah zona peruntukan khuaua yang 
ditc:tapkan olch Pancrintah Daerah. 

BABD 
TUJUAJII DA.If RUA.11'0 UJltGKUP 

Tujuan ditctapkannya Pcraturan Walikota ini untuk : 
a. membcrikan kcpaatian hukum tcrhadap pcmbangunan 

menara tclekomunikasi di Daerah; 
b. mcnata mcnara tclckomunikasi di Daerah agar sclaras 

dengan ketentuan tata ruang di Daerah; dan 
c. mcngcndalikan mcnara. tclekomunikasi apr scauai dcngan 

estetika dan kelestarian lingkungan. 

Puo13 

Ruang lingkup yang diarur dalam Pcraturan Walikota uu terdiri 
atas: 
a. pengaturan jenis mcnara: 
b. pembangunan mcnara tclckomunikasi; 
c. penataan dan pengaturan jarak minima! antar mcnara 

tclckomunikaai.; 
d. pcrizinan dan non pcrizinan; 
e. kcwajiban; dan 
r. pcnga.wasan. 

...... 
Bcrdasarkan tcmpa.t, pcnggunaan dan struktur bangunan, maka 
bangunan mcnara dikclompokkan dcnga.n jcnis scbe.gaii bcrikut : 

a. bcrdasarkan tempa.t bcrdirinya mcnara antara lain rncliputi: 
I. mcnara yang dibangun di atas tanah (groundjield); dan 
2. mcnara yang dibangun di atas bangunan (roo/topt. 



b. ben::lasarkan penggunaan menara antara lam mehputi: 
I. menara telekomunikasi seluler, 
2. menara penyiaran; 
3. menara telekomunik.asi khusus. 

c. berdasarkan struktur bangunan menara antara lain meliputi : 
I. men are mandiri (self supporting tower); 
2. menara teregang (guyed tower); 
3. menara tunggal (monopole lower). 

BABIV 
PEMBANOUll'Alf MENARA TELEKOMUNIKASI ...... 

(I) Pembangunan menara telekomunikasi di daerah harua 
memenuhi kriteria pendinan menara. j 

(2) Kriteria pendirian menara sebagaimana dimaksld pada ayat 
(!) meliputi: 
a. kriteria dasar: dan 
b. kriteria teknis. 

(3) Kriteria daaar sebagaimana dimakaud pads ayaj (2) huruf a 
antara lain sebagal berlkut: 
a. diperuntukkan bagl menara bersama kecua� dnenrukan 

lain dalam ketentuan peraturan perundang-undp.ngan yang 
ber!aku; 

b. eedepet mungkin memanfaatkan struktur q,enara yang 
audah ada dan memenuh1 kriteria keamanan serta 
keaelamate.n bangunan menara. Apabila tidak terdapat 
menara yang meme:nuhi ketentuan dimaksud, maka dapat 
memanfaatkan struktur bangunan yang ada yang 
memenuhi kriteria keamanan dan keselamata.n bangunan, 
dengan ketentuan tinggi menara yang dibangun diataa 
bangunan (rooftop! tidak melebihi selubung bangunan yang 
diizinkan; ( 

c. mempunyai Juas Jahan minimal yang Ikup untuk 
mendukung pendirian menara dan akses pelayanan/ 
pemelihara.an menara seeuet peraturan perund g-undangan 
terkait lingkungan hidup dan kritena tokaai menara 
telekomunikasi; I 

d. ketinggian menara yang didirikan harus meng\kuti rencana 
tats ruang wilayah daerah dengan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan terkait; dan I e. radius keselamatan ruang di sekitar menara d hitung 125% 
(seratus dua puluh lima persen) dari tinggi I nara, yang 
mana diukur dari pennukaan tanah atau air tempat 
ben::lirinya menara. 

(4) Kriteria tcknis sebagaimana dimaksud pada aya (2) hurur b 
antara lain sebagai berikut: 
a. Konstruksi menara harus memperhatikan kes brtan tanah 

dasar pondasi serta memenuhi standar ya ditetapkan 
terkatt dengan bangunan gedung dan perumahar; 

b. lansekap kaki menara. didesain agar lahan dapet digunakan 
sebagai taman atau RTH dengan menetapkan jf.nis tanaman 
yang sesuai sehingga menciptakan keseimbangan dan 
keaerastan dengan �gkungan sekuar. Lebih lanjut desain 

. ..,.,,1., i:>'"l'Nl--t ho�"" 



c. pada kawaun sub wna men= bebae �,uJ dieyaratkan 
berupa menara kamuflase dengan desa.in mem�ra kamufiase 
harus menyatu dengan kamkter lingkungan di sekitamya 
yang dapat dilakukan dengan: 

I) pemilihan warne. yang seeuai sehingga menyamarkan 
keberadaannya: dan 

2) pendirian bangunan menara didesam agar tidak 
berwujud seperti fisik menara 

d. mcnara harus dilengkapi dengan fasilitas pendjung menara 
yang meliputi : 
l) pentanahan (grounding!; 
2) penangkal petir; 
3) catu daya; 
4) lampu; 
SJ marka halangan penerbangan; dan 
6) aksee menuju lokasi menara, guna pelaksanan 

pelayanan dan pemelihaman. 
e. pembangunan menara rooftop dilaksanakan dengan wajib 

berpedoman pada pemturan perundang-unlangan yang 
berlaku di bidang bangunan geclung; 

f. daya dukung lahan untuk pendirian menar green field 
dengan persyereum tlaya dukung lahan meliput\: 
I) KOH minimal pendirian menara adalati 3o<'/o (tiga 

puluh persen); 
2) kaveling menara yang berlokasi pada Bisi jaringan 

jalan harua berada di luar ruang pengawaaar jalan; 
3) ketentuan jarak bebas bangunan menara terhadap 

jaringan jalan menggunakan kriteria jarak terjauh yang 
diukur berdasarkan ketentuan; 
a) GSB yang bcrlaku;dan 
bJ tinggi menara, yaitu: 

(I) tinggi menara di atas 60 meter, maka jarak 
behos ba.ngunan menara terhadap jaringan jalan 
adalah selcbar kaki mcnara atau pon�asi; dan 

(2) tinggi m�nara di bawah 60 meter, maka jarak 
bcbas bangunan menara terhadap jaringan jalan 
adalah selcbar setengah kaki menara atau 
pondasi. 

4) ketentuan jarak bebaa mcnara terhadap bangunan 
tcrdekat diukur berdasarkan ketentuan : 
a) KDB dalrun rencana tata ruang; dan 
b) jenis dan tlnggi mcnara : 

(I) untuk menara mandiri: 
(a) tinggi mcnara di ataa 60 meter1 maka jarak 

bcbaa bangunan mcnara tcrhadap bangunan 
' tcrdckat di aekitamya adalah (2 (dua) kali 

lebar kaki mcnara atau pondaai; dan 
(b) tinggi mcnara di bawah 60 tl'leter, ma.ka 

jarak bcbas bangunan mcnat"a tcrhadap 
ba.ngunan terdckat di ackit�ya adalah 
selebar kald mcnara etau pondasi. 

(2) untuk menara teregang, jarak bebas minimal 
dan ujung angkur kawat tcrhadap r ' gar keliling 
adalah 2,5 m. 

(3) untuk mcnara tunggal dcngan ketinggian di at.as 



(4). untuk menara tunggal dengan etinggian di 
bawah 50 meter, maka jarak ban nan menara 
terhadap bangunan terdekat di sekitamya adalah 
2,5 meter. 

g. penempatan menara/antena rooftop den� ketinggian 
menara aampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan 
atap bangunan gedung diperbolehkan seiJ.njang tidak 
melampaui ketinggian makaimum bangunan gedung dan 
kontrukai bangunan ge<lung mampu mendukung beban 
menara. 

h. Penempatan menara/antena sebagaimana dima.kaud pada 
huruf g tida.k memerluka.n izin. 

(I) pemba.ngunan menara te�komunikasi sebagaimana dimakaud 
dalam Pasa.l 5 ayat I}) dilakukan oleh Sadan! Uaaha yang 
berbadan hukum Indonesia. 

(2) badan usaha se�ima.na dimaksud pada ayat (I dianta.ranya 
tennasuk Sadan Uaaha Millk Swasta, Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) dan/atau Badan Uaaha Milik Daerah (BUMD). 

Paw 7 

(I) pemba.ngunan menara tdekomunikasi dapat bem a pada: 
a. lokasi bukan a.act pemerimah daerah; 
b. lokaai aset pemerintah daerah. 

(2) pembangunan menara telekomunikaai yang dilakukan pada 
Jokasi aaet Pemcrintah Daerah aebagaimana d�a.kaud pada 
ayat (I) huruf b, harue mendapatkan i.tin tenuli dari pejabat 
berwenang. 

BABV 
PltlfATAAJI DA!t" PBNGATURA!t" JARAK IIIJfJJIAL A!t"TAR 

MENARA TELEKOMUNIKASI 

Ba1lan xa .. tu 
Um= 

Pa"'18 

Pelaksanaan penataan menara tclckomunikasi meliputi : 
a. penataan menara te�komunikaai non 11eluler, 
b. penataan menara tclekomunik.aai seluler, dan 
c. penempatan pemngk.at menara tclckomunikasi. 

"""'' I 
(I) Mcnam. tclekomunikaai non selulcr dapat d1d1?kan pad a 

seluruh wilayah di Daerah sesuai kctcntuan ktiteria penetapan 
:wna mcnara. 

(2) Klasifikasi Zona l.okasi Mcnara mcliputi: 
a. Zona bebas menara 

Zona bebas mcnam merupakan :wna dimana tidak 
dil'V'rbnlehl-an tordenM cna,,o,-o rli """" ,.,.,,.1-, 



b. Zona mcnara 
Zona mcnara tcrdiri etes: 
I) Sub zona mcnara 

Mcrupakan sub zona yang dipcrbolchkan tcrdapat 
mcnara tanpa rckayasa tcknis. 

2) Sub zona mcnara bcbas visual 
Mcrupakan sub zona dipcrbolchkan tcrd.apat mcnara 
dcngan pcrsyaratan rckayasa tcknis dan dcsain tcrtcntu 
schingga mcnara tidak tcrlihat scpcrti mcnara. Sub zona 
ini bcrtujuan untuk mcnjaga cstctika ruang, tcrutama 
pada ruang dcngan clcmcn-clcmcn kawasan yang 
mcnjadi focal point kota atau mcndukung pcnguatan citra 
kawasan tcn,cbuL 

c. Zona bcbas mcnara dan sub zona mcnara bcbaa visual dapat 
bcrbcntuk Koridor. Zona bcbas mcnara dan aub zona 
bcbas visual koridor merupakan zona-zona dcngan pola 
mcmanjang scbega.i c\cmcn utama untuk mcmpcrkuat focal 
point clan pcmbcntuk citra kawasan, berupa: 
I) Koridor jaringan jalan utama; 
21 Koridor RTH kota; 
3) Koridor pantai; dan 
4) Koridor sungai bcsar . 

..... ro 

Penataan mcnara tclckomunikasi selulcr dilaksanakan tcrhadap 
mcnara tclckomunikasi baru . ..... ,, 
(1) Pembangunan mcnara tclckomunikasi sclulcr harus 

scsuai dengan pcmbe.gian kawasan; 
(2) Kawasan scbagaimana dimaksud pada ayat (I) mctiputi: 

a. kawasan zona mcnara; 
b. kawasan sub zona mcnara bcbas visual; clan 
c. kawasan khusus. 

{3) Kawasan zona mcnara scbagaimana dimaksud po.da ayat (2) 
huruf a mctiputi kawasan tcrtcntu di dacrah sclain kawasan 
yang ditctapkan scbagai kawasan sub zona mcnara dan 
kawa.san khusus yang diatur dalam Peraturan Daerah Penataan 
Ruang; 

(4) Kawasan sub 1JOna mcnara scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b mcliputi kawasan tcrtcntu yang diatur dalam Peraturan 
Dacrah Penataan Ruang; 

(5) Kawasan khusus scbagaimana dimaksud pada �at (2) huruf 
c, mcliputi kawasan zona lindung yang bcrada. Jl4lda kawasan 
zona mcnara maupun kawasan sub zona m�nara scsuai 
dcngan kcbutuhan Pemcrintah Dacrah dad kctcntuan 
pcraturan pcnmdang-undangan yang mcngatur tcrkait RTRW di 
dacrah; 

{6) Jarak bcbas mcnara tcrcantum dalam lar:opiran yang 
merupakan bagian tidak tcrpisahkan dcngtin Peraturan 
Walikota ini. 



Pua! 12 

Penctapan :ama, kritcria kcbutuhan mcnara, ilustrasi radius 
kesclamatan, menara kamuflasc, dan ilustrasi jarak batas menara 
tercantum dalarn lampiran yang merupakan bbgien tidak 
tcrpisahkan dcngan Peratumn Walikota ini. 

Pua! 13 

(IJ Berdasarkan pembagian kawasan scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (2), maka jcnis mcnara yang dapat dibangun 
ditetapkan sebagai berilrut : 
a. pada kawasan z on a menara, maka jcnis mcnara yang 

boleh dibangun adalah mcnara tclckomunikasi scluler 
bcrupe.: 
1. menara mandiri, tcrcgang dan mcnara tunggal; 
2. menara tunggal microoell; dan 
3. men&.nl tunggal piaooeU. 

b. pada kawasan lthusus, maka jeme �nara yang 
bolch dib&ngun adalah mcnara telekomunlkasi scluler 
berupa: 
I. mcnara mandiri; 
2. mcnara terepng; 
4. menara tunggal; 
5. mcnara tunggal microoelt; dan 
6. menara tunggal pioooell; 

(2) Bentuk menara tunggal scbegeimana dimaksuq pada ayat 
(1) hwuf a dan huruf b didasarkan pada kclruatan daya 
dukung beban mcnara untuk menara bersama dengan 
kctinggian yang mencukupi dengan penggunaan minimal olch 
dua penyelenggara telckomunikaai; 

(3) Bcntuk mcnara mandiri, menara tcregang, dan mcnara tunggal 
berpcdoman pada speaifikasi tekni.s scbagaimana tercantum 
dalain lampiran yang merupe.kan hegian tidak terpisahkan 
dengan Peratumn Walikota ini. 

Pua! 14 

Pcnempatan perangkat menara telekomunikasi ditetapkan sebagai 
berikut; 
a. penempatan perangkat telekomunikasi pada bangunan wajib 

dilakukan secanl tersembunyi, tidak diperbolehkan 
menonjolkan perangkat antenanya dan menyesuaikan dengan 
bentuk bangunan tersebut; 

b. perangkat telekomunikasi dilarang ditempatkan pada 
konstruksi reklame. 

Pua! lS 

(I) Pcmbangunan menara telekomunikasi dapat dilakukan pada 
bagian-bagian jalan at.au tempat tertentu pada R\tang Terbuka. 
Hijau di daerah; 

(2) Bagian-bagian jalan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) meliputi ruang man!aatjalan dan/atau ruang milikjalan; 



(3) Tempa.t tcncntu pada Ruang Terbuka Hijau di daerah 
sebegaimana dimakaud pada ayat (l) meliputi lokaai tcrtentu 
pada taman-taman di daerah yang diperbolehkan; 

(4) Pembangunan menara pada begian-begian jalan atau tempat 
tencntu pad.a Ruang Terbuka Hijau di daerah �begaimana 
dimaksud pada ayat (I} dilakukan dengan n\.engguna.kan 
infrastrukrur : 
a. menara tunggal 
b. menara tunggal microcel� dan 
c. mcnara tunggal pirooelL 

(5) Pembangunan menara tek:komunikasi sebagaimana dimaksud 
pruia ayat (I) dapat dilakukan actelah memperoleh i.zin dan/atau 
persetujuan pemanfaatan oleh Pejabet yang berwenang. 

Pual 16 

Pembangunan mcnara dilakaa.nakan sebagai berikut : 
a. untuk menara tunggal dan menara tunggal microoeU: 

I. jarak minimum antar menara microoeU ditctapkan acbeaar 
250 (dua ratu, lima puluh) meter dalarn bcntuk pola 
bcraturan; 

2. wajib memilikl ketinggian maksimal 20 meter untuk 
menara tungga.1 microoel dan 30 meter urltuk menara 
tunggal, dan wejib mampu ditempatkan makaimal 2 (dua) 
perangkat antena; 

3. bcntuk mcnara haru• terka.mufiase dalam bcntuk tiang 
penerangan jalan umum atau tiang lampu taman; 

4. penempatan Radio Remote Unit (RRU) dan antcna harua 
t.ertutup dan tidak terlihat acbegai obyek antena1 

5. penempatan peranpat elektronik (Battery and Redj/iet) 
ban.la diletakkan di bawah pada si.ai tiang atau dhwunarkan 
acbagai tcmpat duduk di ha1te atau seba.ga.i taman di rum.ija; 

6. dimcnai ulcuran ditetapkan acbagai bcrikut : I 
a) diameter makaimum pada aiai bewah aebeaar 40 (empat 

puluh) centimeter, dan 
bl diameter makaimum pada aiai ataa adalah 30 (tiga puluh) 

centimeter. j 
e) perangkat diletakkan di bawah kaki dang dengan 

diletakkan pad.a pondui dengan kctinggian makaimal 60 
(enam puluh) centimeter dari pennukaan tanah. 

b. untuk men.are tunggal ptc.r:,ceU : 
I. pembangunan mcnara piooocJJ ditetapkan da.larn bcntuk 

pola bcraturan yang ditcmpatkan pada tiang' penerangan 
jalan umum, dengan jarak minimal antara men.are ditctapkan 
250 (dua ratua lima puluh} meter ; 

2. memiliki ketinggj.an rnakaimal 12 (dua bclaa) meter yang 
mampu ditcmpatkan maksimal I (aatu) perangluh antena. 

c. untuk men.are m.andiri: 
I. jarak minimum antar menara mandiri ditetapkan sejauh 

250 (dua ratua lirna puluh) meter; 
2. wajib mampu ditempatkan minimal 2 (dua) perangkat antena. 

d. untuk menara tercgang: 
jarak minimum antar menara tercgang ditctapkan sejauh 250 
{dua ratus lima puluh) meter. 



e. Oasar/patokan pengukuran jarak minimal antar menara 
sebagaimana dimabud hurnf a, hurof b, hurnf c, dan hurnf d, 
dikecualikan terhadap menara milik pemerintah dan menara 
existing yang tidak memiliki lzin Mendirikan bangunib (!MB) 

Puol 17 

(I) penyed.ia menara m.iaooeU dan/atau menara picooeU yang akan 
membangun menara microoeU atau menara picooell pada 
bagian-bagian jalan milik/dtkuasai Pemerintah Oaerah atau 
tempat tertentu pada Ruang Terbuka Hijau di daerah wajib 
menaati persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan dalam 
Keterangan Rencana Kota(KRKJ. 

(2) penyedia menara microoeU dan/atau menara picool!II yang alcan 
membangun menara microoeU atau menara pitoce11 pada 
bagian-bagian jalan atau tempat tertentu pada Ruang Terbuka 
Hijau bukan aset Pemerintah Daerah jika dipandang perlu, 
dapat dilengkapi dengan aarana dan prasarana umum seauai 
dengan kebutuhan Pemerintah Daerah. 

Puol 18 

(I) dalam haJ pembangunan menara tunggal dan mepara tunggal 
microoeU dilaksa.nakan pada lokasi berdekatan dengan tiang 
penerangan jalan umurn yang telah terbangun, maka penyedia 
menara dan/atau pengelola menara wajib meminc;tahkan tiang 
penerangan jalan urnum pada lokasi yang disetujui oleh 
Pemerintah Oaerah. 

(2) pelaksanaan pemindahan tiang penerangan jalan umum 
sc:bagaimana dime.bud pada ayat (I) dilakukan sc:telah 
berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkaiL 

IIAIIVI 
PZRIZD'All' DAii' BOB PBIUZIWAB 

Puol 19 

(1) penyedia menara atau pengelola menara yang akan 
melaksanakan pemb&ngunan menara telekomunikasi di daerah 
wajib memiliki Jzin Mendirikan Bangunan (!MB) Menara. 

(2) Jzin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara isebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Watikota; 

(3) Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan lzin Mendirikan 
Bangunan (IMB) Menara sebagairnana dima.ksud r ' da ayat (2) 
kepada DPM dan PTSP ; 

(4) lzin Mendirikan Bangun.an (!MB) Menara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) diterbitkan setetah pen>jCdia menara 
atau pengelola menara memperoleh Keterangan Rencana 
Kota(KRK). 



Pua! •• 

{1) untuk dapat memperoleh KRK menara telekomunikasi 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayal (4) wajib 
melampirkan pen,yaratan sebagai berikut : 
a. fonnulir pcnnohonan KRK; 
b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; 
c. fotokopi tanda bukti status kepemilikan atau penguasaan 

etas tanah antara lain berupa. sertifikat hak ataa tanah, akta 
jual beli, girik, petok, dan/atau bukti status I penguasaan 
tanah lainnya atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan 
tanah yang dilcgaliair oleh pejabat yang bcrwenang atau 
bukti status penguasaan tanah lainnya yang dilengkapi 
dengan peta bidang yang diterbitkan oleh Sadan 
Pertanahan Nasional; 

d. surat kuasa etas nama KRK dengan dilampiri fotokopi KTP 
pemberi clan penerima kuasa apabila bukti penillikan tane.h 
bukan atas nama pemohon; I 

e. sketsa titik lokasi dan koordinat lokasi pendirian mena.ra; 
f. surat pemyataan untuk mcngikuti kctentuanl d,l,un KRK 

disertai materai. 
(2) jangka waktu penye\esaian pennohonan KRK sebagaimana 

dimaksud pa.de ayat (1) paling lama 12 (dua bclas) hari kerje. 
sejak bcrkaa dinyatakan lengkap dan benar; 

(3) tata cara penyelesaia.n permohonan KRK \oltasi menara 
tclekomunikasi scbagaimana dimaksud padJ ayat {I) 
bcrpcdoman pada peratura.n perunda.ng-undangan yang 
mcngatur tcntang tata cam pencrbitan Surat Kctcrangan 
Rcncana Kota(KRK). 

Pua! •• 

(I) uni.Uk mcmpcrolch IMB Mcnara, pcmohon harus mc\ampirkan 
pcrsyaratan scbagai bcrikut: 
l . Pcrsyaratan Administraai. 

I. Formu1ir Pcrmohonan !MB 
2. Fotokopi Kartu Tarida Pcnduduk (K.TP) untuk pemchon 

(WNI) I 
3. Surat kuasa dari pcmilik bangunan gcdung bilil pcmohon 

bukan pemilik bangunan gedung j 
4. Fotokopi dokumen legalitas badan hukum (bila pcmohon 

IMB dilakukan oleh baden hukum): J 

a. Akte Pcndirian Pcrusahaan/Yayasan dan/atau 
pcrubahannya 

b. Surat lzin Usaha Pcrdagangan/lzin Usaha 
c. Nomor lnduk Berusaha(NIB) 
d. Nomor Pokok Wajib Pajak 
e. Surat Keterangan Domisili 

5. Fotokopi surat bukti status hale atas tanah: 
a. SHM 
b. SHGB 
c. Girik, Letter C, ata.u surat bukti status ata.s ta.nab 

lainnya yang diakui negara dilengkapi dengan surat 
ukur yang ditcrbit.kan oleh kantor pcrtanahan 



6. Fotokopi tanda bukti lunas PBB tahun bcrjalan 
7. Surat pcmyataan bahwa tanah tidak dalam sfatus 

sengketa 
8. Surat pcrjanjian pemanfaatan atau pcnggunaan tanah 

antara pcmilik bangunan j 
9. Data kondisi tanah berbcntuk gambar dilcngkapi 

infonnasi: 
a. Gambar pcta lokasi clan kontur tanah 
b. Batu - bataa tanah yang dikuasai 
c. luas tanah 
d. Data bangunan gedung eksisting dalam h.alltcrdapat 

bangunan pada arca/persil 
IO. Fotokopi Keterangan rcncana Kabupatcn/Kota (KRK) 
l l. Surat pcmyataan untuk mengi.kuti ketcn� dalam KRK 
12. Data pcrcncana konstro.Ui dan fotokopi scrtifikat 

keahlian 
13. Surat pcmyataan menggunakan pcrcncana konstruksi 

bcrsertifikat 
14. Surat pcmyataan mcnggunakan pclaksana konstruksi 

bersertifikat 
15. Surat pcmyataan menggunakan pcngawas/manajemen 

konstrukai bcrsertifikat 
16. Persetujuan mcmbangun dari bank dalam hal tanah 

scdang diagunka.n 
17. Fatwa waris/akta waris dari notaris 

18. fotokopi IMB bangunan geduna: bescrta 
larnpirannya(terhadap ba.ngunan mcnara di atas 
bangunan gedung /roo/topj; 

19. Tanda tangan izin warga acauai radius kcselamatan ruang 
disckitar menara ; 

20. Surat Pemyataan pertanggungjawaba.n pemilik menara 
terkait konstruk&i menara dan damptk tcrhadap 
masyarakat sekitar 

2. Persyaratan Teknis 
iii. Formulir data umum bangunan 
b. Dokumcn rencana tcknis (apabila menggunakan 

pcrencana, sctiap lcmbar ditandatangani oleh 
pcnanggungjawab pcrencana), meliputi: 
1. Pcrhitungan dan pcrencanaan struktur (pcrmohonan 

IMB pmsarana) 
2. Gambar Teknis 

rencana tcknis bangunan menara meliputi : 
a) gambar mncang bangun menam, berupa softcopy me 

CAD yang terdiri dari : j 
(I) gambar situasi (ska.la 1:1000 / 1:500); 

' (2) gambar layout/ denah dan tampak (skala 1:100/ 
1,2001,.... I 

(3) gambar konstruksi mcnam {s l:100) dan 
detail (skala 1:50/ l:20 / 1:10). 

b) pcrhitungan konstruksi menam clan konstruksi 
bangunan gcdung alribat pcnambahan 
menara bempa sojtcopyfile. 



c. Surat Pcmyataan pertanggungjawaban pemilik menara 
tcrkait konstrulali menara dan dampek tcrhadap 
masyarakat sekitar. I 

3. Pcrizinan dan/atau rckomendasi tcknis lain dari instans.i 
berwenang (ape.bila diperlukan) antara lain : 

a. Dolrumcn lingkungan scsuai peraturan perundangan 
(AMDAL, UKL/UPL. SPPL); 

b. Kctcntuan Kcsclamatan Operasi Pcnerbangan (KKOP) 
c. Surat pemyataan pengclolaan lingkungan hidup (SPPL) 
d. Surat lzin Pcruntukan Pcnggunaan Tanah (SIPPTJ 
e. Rckomcndasi peil banjir 

(2) jangka waJrtu pcnyclesru&n pcrmohonan !MB scbagaimana 
dimaksud pe.da ayat (1) paling Jama 12 (duabe\as) hari kcrja 
scjak berkaa dinyatakan lcngkap dan benar; 

(3) Tata cara pcnyclesa.ian pcnnohonan !MB Mcnara scbagaimana 
di.makaud pada ayat (I) berpcdoman pada peraturan penrndang 
undangan yang berlaku. 

BAB VII 
KBWAJIIIAII ......... 

(I) penycdia mcnara atau pcngclola mcnara berkewajiban untuk: 
a. melengkapi bangunan mcnara yang tclah dibangun dengan 

identitas hukum, yang mcliputi : 
1. nama pcmilik menara, pcnyewa dan/atau pcngguna 

mcnara; 
2. lokasi dan koordinat mcnara; 
3. tinggi mcnara; 
4. tahun pembuatan/pemaaa.ngan mcnara; 
s. pcnycdia jaaa konstrukai; 
6. beban malcaimum mcnara; dan 
7. nomor tclepon pcngaduan 

b. mcngamankan aset-asct mcnara tclekomunikasi yang 
dikelola.nya dan mengasuransikan mcnara tclekdmunikasi; 

c. bcrtanggung jawab atas setiap kcjadian yang menimbulkan 
kerugian tcrhadap masyarakat sesu.aJ dengan radius 
keselamatan ruang di sekitar menara telckomunikasi 
dihitung dcngan jarak scsuai kctinggian mcnara di tambah 
25% (dua puluh Ii.ma persen) dari tinggi menara 
tclekomunikasi; l 

d. mclakukan pemcrikaaan keandalan bangunan srara berkala 
sesuai dengan ketcntuan pcraturan penrndang-undangan 
yang berlaku; dan 

e. memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi 
kepada para penyclenggara telekomunikasi lain untuk 
menggunakan menara miliknya sccara bersama- 1 sama scsuai 
kemampuan teknis menara. 

(2) pcnggunaan menara aecara. bersama scbagaimana dimaksud 
pada ayat (l) huruf e dilaksanakan sctclah mendapat arahan 
tcknis dari Dinas; 



(3) pclaporan rcncana pcnggunaan mcnara sccara bcrsama 
scbagaimana dimak:sud pe.da ayat (2) dilaksanakan dcngan 
mclampirkan surat pcrmohonan pcnggunaan mcnara bcnama 
dari pcnyelcnggara tclc:komunikasi lain yang mcmuat 
kctcrangan sclrurang-kurangnya, antara lain: 
a. na.ma pcnyelcngga.ra tclckomunikasi dan pcnanggung 

jawabnya; 
b. izin pcnyclcnggaraan tclckomunika.si; 
c. rnak&ud dan tujuan penggunaan mcnara yang diminta dan 

speailikasi tcknis pcrangkat yang digunakan; dan 
d. kcbutuhan akan kctinggian, arah, jumlah, atau bcbe.n 

Pua! ae 

(1) Walikota bcrwenang mclakukan pengawasan tcrhadap mcnara 
tclckomunikasi di Oacrah; 

(2) Walikota mctimpahka.n kcwenangan l'lebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) kcpada Pcrangkat Dacrah scsuai tugas dan 
rungsinya; 

(3) Pcrangkat Oaerah scsuai tugas dan fungsinya scbagaimana 
dimakaud pada ayat (1) antara lain: J 
a. tcrhadap mcnara tclckomunikasi yang tidak mcmiliki lzin 

Mcndirikan Bangunan, maim pclaksanaannya dilakukan 
olch: 
1. Kcpala Dinaa Pckerjaan Umum dan Pcnataan Ruang; 
2. KcpaJa Perangkat Oacrah sclaku pcngguna btlrang. da1arn 

ha.I bangunan mcnara tclckom1mikasi bcrdiri pada asct 
m.ilik/dikuasai Pcmcrintah Kota Kcndari yang tclah 
ditctapkan status penggunaannya; atau 

3. C4mat, scsuai dcngan kcwenangan pada wilayah 
administratif masing-masing. 

b. tcrhadap mcnani. tclclromunika.si yang tclah mcmiliki lzin 
Mcndirikan Bangunan, maka pelaksanaannya dilalrukan olch 
Kepala Oinas. 

{4) pclak:sanaan pcngaWUQJl olch pcrangkat dacrah scbagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 2 dapet 
dibe.ntu olc:h Camat scsuai dcngan kcwenangan pada wilayah 
administratif masing-masing; 

(5) bcrdaaarkan hasil pclaksanaan pcngawasan scbagaimana 
dimakaud pada ayat (5), maka Kcpa)a Dinas mclakukan cvaluasi 
tclah tcrjadinya pclanggaran atau tidak tcrjadinya pclanggaran; 

(6) hasil cvaluasi acbagaimana dimaksud pada ayat (S) mcnjadi 
dasar da1arn pcncrapan sanksi. 

{I) pcngawasan tcrhadap mcnara tclr:komunikasi di dacrah 
mcliputi: 
a. pclaksa.naan pcndirian bangunan mcnara tclckomunikasi; 
b. kcacsuaian lokasi bangunan mcnara tclckomunika&i 

den ta n ndalian mcnara tclckomunikasi dan 



c. penaatan kcwajiban dan/atau kt:te:nruan peraturan 
perundang- undanpn yang berlaku; dan/atau 

d. penaatan ktwajiban dan/atau ketcntuan yang tercanrum dawn 
=· 

(2) dalam rangka pcngawasan tcrhadap menara telekomunikasi 
scbagaimana dimak&ud pada ayat (l), Kepe.la Din,a bcrwenang 
melalrukan pcndataan menara tclekomunikasi yang tclah 
terbangun scbclum bcrlakunya Pcraturan Walikota ini; 

(3) pendataan scbe.gaim.a.na dimaksud pada ayat (2) meliputi 
pcndataan: 
a. kondisi Jokasi; 
b. kescsuaian dcngan ta.ta ruang pcrizinan; 
c. pcrangkat BTS; 
d. kondisi sarana penunjang; 
e. konstruksi bangunan mcnara; dan 
r. pcncmpatan mena.ra. 

(4) Kcpt\la Pcrangkat Dacrah melaporkan pelakllllllaan pcngawal!lan 
tcrhadap menara tclekomunilmsi di daerah schagaimana 
dimabud pe.da ayat (1) kepada Walikota . 

....... 
(I) Kepala Pcrangkat Dacrah 

scbagaimana dimaksud daJarn 
berdasarkan : 
a. peJaporan masyarakat, bailc yang disampailcan kepada 

Kcpa.la Pcrangkat Daerah scbagaimana dimaksud daJam 
Pasal 24 ayat (2); da.n 

b. pemcrik:saan ketaatan penyedia menara. atau pengclola 
mcnara etas ketentuan yang ditetapkan dalam pcraturan 
penmdang-undangan dan/atau lzin Mendirikan ;aangunan. 

(2) pclaporan masyarakat sebegaimana dimaksud pada ayat (I) 
huruf a dilakukan secara tcrtulis; 

(3) pclaporan eecara tertulis scbagaimana dimakaud pada ayat (2) 
dapat disampaikan melalui antara. lain: 
a. surat; 
b. surat c:lcktronik; 
c. faksimili; 
d. layanan pcsan 11ingkat; dan/atau 
e. care. lain sc:suai dengan pcrkembangan ilmu pengctahuan 

dan tcknologi. ! 
(4) pelaporan tcrtulil!I aebegaimana dimaksud pada �at (2) paling 

scdikit mcmuat informasi: j 
a. idc:ntitas pengadu yang paling scdikit memuat informasi 

nama, alamat dan nomor tclepon yang bisa dihubungi; 
b. lokasi terjadinya pelanggaran; 
c. dugaan pclanggaran yang dilakukan; dan 
d. waktu tcrjadinya pclanggaran. 

(5) Pelaporan tcrtulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan dengan melampirkan KTP pelapor baik dalam 
bentuk fotokopi atau bentuk elcktronik; 

(6) dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kcpala Perangkat Daerah berwcnang: 
a. melakukan pcmantauan yang mcliputi pcngamatan, 

pcmotrctan, perekaman audio visual dan pengui:uran; 

melaksanakan pcngawasan 
Pasal 23 di Pasa.1 24 

0 '"'"n 



-------- 

c. membuat salinan dari dokumen dan/atau mcmbuat catatan 
yang dipcrlukan, antara lain dokumcn perizinan atau 
dokumcn yang lainnya yang dipcrlukan sc:auai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. mcma!luki t.empat tenentu; 
e. mcminta kct.eranp.n dari pihak yang bert&nggunrjawab alas 

usaha dan atau kegia.tan; dan/atau; 
r. tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan dengan 

bcrpedoman p&da ketentuan penmdang-undangan. 
(7) dalaJn hal bcrduarkan hasil pengawaaan scoogaimana 

dimak.aud ayat [I] dit.emukan pelanggaran, make. Walikota 
berwen.ang untuk menerapkan sanksi. 

BABIX 
IIAJU[SI ADIIJJ08TRA8I ......... 

(1) Walikota berwcnang menerapkan sanksi adminietraai kepada 
orang atau badan yang melanggar ketentuan Peraturan 
Walikota ini; 

(2) aankai edminiatram 1ebagaimana dimaksud pwja e.yat (1) 
dilakukan o&eh instansi tck:nil; terkait; 

(3) dalam hal pencrapan aankai aebqaimana dimak1µd pada ayat 
(II jatuh pa.da hari libur, maka dilakukan pa.eta harl kerja 
berikutnya; 

(4) Walikota mclimpahkan kewcnangan penerapan aankai 
administratif aebe.gaimana dimakaud pada ayat (II kepada 
Kepala Dinaa. 

Pual2T 

(11 Dalam menerapkan senkai administrati!, Kepa.le. Dinaa 8Clain 
mendasarkan pad.a peraturan perundang-undangan juga harus 
mempefhatikan aau-aau umum pcmerintahan yang beik; 

(21 Pclaksanaan peuc:, ·� aanksi admini.stratif sebagaimana 
dimakaud pe,da ayat (1) ditetapkan da1am Keputusan Kepa.le. Dinaa; 

(3) Keputusan penerapan aruikai administrasi scbegaimana dimaksud 
peda ayat (2) di9lllllpaikan kepada orang atau b&dan yang 
melakukan pelanggaran . ......... 

(1) Penerape.n aanksi adminiatra.si sebagaimana dimakaud dalam 
Pasa.l 27 dilalcaanakan denpn mekanisme eebagai berikut : 
a. berdasarlcan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat 

bukti lain yang dapat dipcrtanggungjawabkan sebagai 
tindak Janjut dari pengawasan dan/atau pengaduan, Kepala 
Dina, menyampailmn keputusa.n peringatan tertuli1 kepada 
orang atau badan untuk segcra menghentikad pelanggaran 
dan/atau memulihkan kondisi sesuai denprl kc:tc:ntuan 
yang beriaku; 



b. sclain menyampaikan keputusan peringatan tertulis 
scbagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas juga 
memberikan tanda pelangganm pada bangunan; 

c. apabila dalrun jangka waktu 7 (tujuh) hari scjak 
diterimanya keputusan Peringatan tertulis, orang atau 
badan ti.dale: segem menghentikan pelanggamn dan/atau 
memulihkan kondisi scsuai dengan kctentuan yang berlaku 
scrta tidak mematuhi dan/atau melaksanakan 
ketentuan kewajiban yang tercantum dalani keputusan 

::'.:.�tan terruhs eebegaimana dimak,ud 1da huruf a, 

I. apabila terhadap pelanggamn ketentuan dalam Pasal 5 
ayat (I), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15(ayat 5), 
Pasal 16, Pasal 17 , Pasal 19, maka Kcpala Dinas 
menerapkan unbi administrasi yaitu penycgclan 
bangunan menara telekomunikasi dan pembekuan bin 
Mendirikan Ba.ngunan; 

2. apabila terhadap pelangganm ketentuan Pasal 19 ayat 
(I), maka Kepala Dinas menerapkan sanksi administrasi 
yaitu pembongkaran bangunan menant telekomunikasi; 

d. apabila dalaJn jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 
diterimanya keputusan penyegclan bangunan menant 
telekomwtlkasi, orang atau bedan tetap t.idak eegcra 
menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi 
aesuai dengan ketentuan yang berlaku scrta tidak 
melaksanakan ketentuan kewajiban yang tereantum dalarn 
keputusan pengenaan sanksi sebe.gaimana ditnaksud pada 
huruf c angka l, maka Kepala Oinas mene ... pkan sanksi 
administrasi yaitu pembongkaran bangunan menant 
telekomunikasi dan Pencabutan lzin Mendirikan Bangunan. 

(2) dalarn hal pengenaan sankai lldministrasi berupa penyegelan 
bangunan menara telekomunikasi atau pembongkaran 
bangunan menara tek:komunikasi, Kepe.1a Dinas, mengajukan 
permohonan banruan penertiban kepeda Kcpa1a Saruan Polisi 
Pamong Praja; 

(3) berdasarkan surat pennohonan banruan penertiban 
scbegaimana dimaksud pada ayat (2), Kepe.1a Satuan Pol.i.si 
Pamong Preja melakukan penyegelan bangunan menara 
telckomunikasi atau pembongkaran bangunan menara 
telckomunikasi; 

(4) pelaksanaan penyegclan bangunan menara telekomunikasi atau 
pembongkaran bangunan mcnara tclekomwtlkasi olch Kcpala 
Satuan Polisi Pamong Praja acbagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dilakukan paling lambe.t 7 (tujuh) hari scjak diterimanya 
surat pcnnohonan bantuan pcnertiban oleh Kepe.1a Dinas; 

(5) pelaksanaan pcmcrintahan dituangkan ke dalam 
�rita 

Acara, 
yang ditandatangani olch unsur Dinas, unsur Satuan Polisi 
Pamong Praja dan sckurang-kurangnya 2 (dua)I orang saksi 
yang bemsa.l dari unsur kccamatan clan/ atau unsur kelurahan; 



(6} Apabila orang atau badan telah menghcntikan pclanggaran 
dan/atau memulihkan kond.isi sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku eebagaimane dimaksud dalam ketentuan keputusan 
sanksi administratif maka orang atau badan harua 
menyampaikan laporan kepada Kepa.La Dinas; 

(7) laporan eebegaimana dimakaud pada ayat (6) ditindaklanjuti 
dengan pemeriksaan oleh Oinaa yang hasilnya dituangkan 
dalarn Berita Acara Pemeriksaan; 

(81 dalrun hal haail Berita Acara Pemerikaaan aebagaimana 
d.imabud pada ayat (7) menyatakan bahwa yang bersangkutan 
telah menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi 
aeauai dcngan ketentuan yang berlalru sebegaimana dimaksud 
dalam ketentuan kepurusan sanlali administrasi, maka Kepala 
Dinas menghc:ntikan pengenaan sanksi administrui; 

(9) dalam hal pengenaan sank.si administrasi dilak8l1.JWC811 oleh 
Kepala Satuan Poliai Pamong Pn,Ja berdaaarkan permohonan 
bantuan pcnertibAn o&eh Kepala Dinaa, maka peng.hentian 
pengenaan sankai adminiatraai dilakaanakan setelah 
memperoleh aural pertJhcntian pcngenaan sankai admlniatraai 
dari Kepala Dinaa; 

(10) JZnghentian pcngcnaan sanksi adminiatraai aebegaimana 
dimakaud pada ayat (9) dikecualikan bagi pcngc;naan sankai 
adminiatraai berupa pencabutan lzin Mendirikah Bangunan 
dan/atau pembongkaran bangunan menara telekol'Ounikaai. 

BABX 
llSTUTVAlf LAilf·LAilf ....... 

(l) dalaro haJ jangka waktu 6 (enam) bulan arjak diterbitkannya 
KRK, Penyedia Menara atau Pengdola Menara tidak eegera 
mengajukan lzin Mendirikan Bangunan guna pembanguna.n 
menara te1ekomunikaei, maka KRK lokaai dinyt.takan tidak 
berlalru; 

(2) dalrun hal jangka waktu 12 (dua belaa) bulan aejak 
d.iterbitkannya !MB, "-:nyedia Menara atau Pengelola Menara 
tidak aegera melak:tanakan pembQngunan, maka IMB 
dinyatakan tidak berlalru. 

BABXI 
DT•UrT JVO .. PERAU1LU 

Pual30 

Pada saat berlalrunya Peraturan Walikota ini, maka : 
a. terhadap mcnara yang telab terbangun yang telah diterbitkan 

IMB Menara dan masih berlaku, make IMB Menara dimakaud 
dinyatakan tetap berlaku. 

b. terhadap menara yang telah terbangun yang belutn diterbitkan 
JMB Menara dan telah sesuai dengan ketenruanl yang diatur 
dalam Peraturan Walikota ini, maka IMB MCnara dapat 
diterbitkan dengan ketentuan wajib mengajukan permohonan 
!MB dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari i,ejak berlakunya 
Peraturan Walikota ini; 

d. terhadap menara yang telah terbangun yang belum diterbitkan 



bangunan menara tclekomunikasi pada Jokasi scsuai yang 
diatur dalam ketentuan Pcraturan Walikota ini paling Jama 
1 fsatu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundanaJcan; 

BAB XJJ 
KETElfTUAII PEJruTUP 

Pua! 31 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan �ngundangan 
Pcraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita 
Daerah Kota Kendari 

Diundangkan di Kcndari 
pada tanggal I l'l - -z- - 2019 

Plt.ll&KRETARIB DAERAH 
KOTA KSJlfDARJ, 

IlfDRA M llAD 

B&RITA DA&RAH KOTA KElfDARI TAHUft' 2019 lfOIIOR ' 



LAIIPIRAft' I PERATURAlf WALIKOTA D1'DARI 
!fOIIOR : 6 TAHOlf 2019 
TAJIGOA.L : lJ, FEBRUARI 2019 

SPBSIFIKASI TEKlfIS DA.JI ILUSTRASI B&RTUK JIE!fARA TELEKOIIUlfIKASI 

A, MElfARA MA!IDIRI (Self Suprtln,; Towerl 

- /bAti 

•• -: 
I •• I 
I 

Menara mandiri (ulf supporring tower) 

Menara mandiri merupakan menara dengan atruktur rangka baja yang berdiri 
aendirl dan kokoh, sehingga mampu menampung perangkat telekomunikaai 
dengan optimal. Menara mi dapat didirikan di atas bangunan dan di ataa tanah. 

I 
Menara tipe ini dapat berupa menam berkaki 4 (rectangular towe dan menara 
berkaki 3 (triangular tower). 
Menara ini memiliki fungsi untuk: 
a) Komunikasi bergerak/aelular di daratan (land mobile/cellular 

communicationj, mencakup komunikasi aeluler dengan teknologi: 
' (II GSM dan variannya; dan 

12) CDMA dan variannya. 
b) Komunikasi titik ke titik (point to point communication); 
cl Penyiaran televisi (UHF, VHF}; dan d) Penyiaran radio (AM, FM). 



B. IIE.ft'ARA TEREGANG (Guyed Townj 

Menara .. 
Roollop 

•• .: 
I 
I 
I 
I 

I 

- - 

Menara teregang (guyed towerj 

Menara teregang merupake.n menara dengan struktur rangk'a baja yang 
memiliki penampang kbih kecil dari menara mandiri dan berdiri dengan 
bantuan perkuatan kabel yang diangkurkan pada tanah dan di ata.8 ba!lgunan. 

Menara teregang dapat berupa mena.ra berkaki 4 (rectangular towerj dan mena.ra 
berkaki 3 (triangulartou,erj. 

Menara ini memiliki fungsi untuk: 
a) Komunikasi bergerak/selular di daratan (land mobile/cellular 

communication): 
(I) Komunikasi seluler dengan tcknologi GSM dan variannya: dan 
(2) Komunikasi seluler dengan teknologi CDMA dan variannya.. 

b) Komunikasi titik ke titik (point lo point communication); 
c) Jaringan telekomunikasi nirkabel; 
dj Penyiaran televisi (UHP, VHF); dan 
e) Penyiaran radio (AM, FM). 



C. MERA.RA TVIl'GGAL 

1. Menan Tunual jJfonopele Tower1 

• ·-- ___ , 

Menara tunggal (monopole towe,j 

Menara tunggal merupakan menara yang hanya terdiri dari satu rangka 
batang/tiang yang didinkan atau ditancapkan langsung pada tanah dan 
tidak dapat didirikan di atas bangunan. j Berdasarkan 
pcnampangnya, menara monopole terbagi menjadi menara t>erpenampang 
lingkaran (circular pole) dan menara berpenampang persegi (ta/Jtred pole). 

Menara tunggal memiliki fungsi unluk: 
a) Komunikasi bergerak/se\ula.r d1 daratan (land mob1/e/ceUular 

communication) : I 
( I) Komunikasi seluler dengan teknologi GSM dan variannya; dan 
(2) Komunikasi seluler dengan teknologi CDMA dan variannya. 

b) Komunikasi titik ke titik (point-to-point communication); 
c) Jaringan telekomunikasi nirkabel; 
di Jaringan transmisi; dan 
e) Komunikasi radio gelombang m,kro. 



2. Menan Tungga.l 

Spesiflkasi Menara Tunggal 

30 meter (dari lantai ground 
sampai ujung tertinggi antena) 
bu lat 
6 bush 
5 meter 

• Ketinggian max. (t maks) 

maksimal 60 sentimeter 
< 60 sentimeter 
(selisih 5 senumeter tiap 
eegmenl 

• Luas site yang diijinkan dibe.tasi oleh pagar : 4 x 4 meter 
• Luas site unruk RTH di luar paga.r 5 x 5 meter 
• Seluruh kabel berada di dalam rongga pipa tiang macroccll. 
• Memasang identitas hukum penyedia menara dengan ketentuan dapat 

dilihat oleh umum dan tidak mengganggu estetika. 

• Bentuk tiang 
• Jumlah segmen 
• Tinggi per segmen 
• Diameter segmen terbe.wah 
• Diameter segmen berikutnya 



3. Menara Tunoal (Mfcr-oceJQ 

- - - ccrv 

Gambar llustra.si Menara Tunggal (Microcell} l • Bentuk tiang bulat 
• Ketinggian (t maks) maksimal 20 (dua puluh) me er dari Jantai 

ground sampai ujung tertinggi antena 

• Wajib mampu ditempalkan maksimal 2 (dua) perangkat anteno; 
• Dimensi ukuran uang j 

a. diameter maksimum pada sisi bawah 40 (empat puluh) se"itimeter; 
b. diameter maksimum pada sisi atas 30 (Uga puluh) senumeter; dan 
c. perangkat diletakkan di bawah kaki tiang dengan dilftakkan pada 

pondasi dengan ketinggian maksimal 60 (enam puluh) sentimeter dari 
pennukaan tanah. 

• Ruang antenna dan perangkat di sisi atas disamarkan dalam bentuk 
kerucut dengan ketentuan : 
a. diameter bawah 30 (tiga puluh) sentimeter; 
b diameter atas I 00 (seratus) eeqtimeter, dan 
c. ketinggian 2 (dua) meter; 

• Penempatan mdio remote unit (RRU) dan antena harus tertutup dan 
tidak terlihat sebagai obyek antena; 

• Penempatan perangkat elektronik (battery dan rectifier) harus diletakkan dr 
bawah pada eiei tlang atau disamarkan sebagai tempat duduk d1 halte a tau 
sebagai taman di rumija; I 

• Bentuk menara harus terkarnuflase dalam bentuk tiang penrrangan jalan 
umum, tiang lampu taman, atau kamuflase bentuk pohon lang daunnya 
harus menutupi antena 

• Seluruh kabel berada di dalam rongga pipa tiang microcell. 
• Memasang idemnee hukum penyedia menara dengan ketentuan dapat 

dtlihat oleh umum dan tidak mengganggu estetika. 



Gambar llu.atmm Menara Tunggal Picocell 

Spesifikasi Menara Tunggal Picooell: 
I. ketinggian (t maks) maksimal 12 (dua belas) meter atau mengikuti 

ketinggian tiang PJU eksisting; I 
2. diameter tiang/pole 15·20 (lima belas sa.mpai dua puluh) ,entimeter; 
3. terdiri atas 3 (tiga) bagian, meliputi box perangkat di 00.gian bawah, 

tiang picocel\, sntena tubular. 
dimensi bagian pcrangkat dJ bawah tiang 30 cm x 30 cm x I meter; 
bagian tiang/pole menyesuaikan dengan ketinggian total menara 
dikurangt ketinggian perangkat di bagian bawah dan di bagian 
antena; 
bagtan Antena Tubular dengan sepanjang·panjangnya I meter dan 
diameter mendckati same dengan diameter pole. 

4. box perangkat dl bagian bawah tiang untuk penem tan &ttery, 
Rectifier, KWH Meter, dan terminasi Kabel FO; 

5. cellular Actillf? Antenna, yaitu antenna yang terintegrasl dengan RRU 
yang berbeniuk Tubular; 

6. aeluruh kabel berada di da1am rongga pipa tiang picocell/�JU. 
7. memastikan kepaatian hukum pennyedia menara dengan ketentuan 

dapat dilihat oleh umum dan tidak menganggu stetika. 
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LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KENOARI 
KOMOR (, TAHUN 2019 
TANGGAL \'? FEBRUARI 2019 
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Kawaun HUian va 1 Dil<oovt"' ' . 

' Klwaun ParuntuUn -nlln I 
Ka.,.UI! Penani.n �n ea..ii ' . 
Kawllun Pertanlan Lahan • ' . 
Kawllun Partanian Parqm,, �tan ; . 
KawaunTa ; . 
Kawasan Ptltillllkan ' . 

' Kawa"" Pt.....,lubn PeriUnan 
Bud• dll Penk#\an O.rat ' ' ' ' . 

" K.lwHan "-runtukan "-l'taffl.boi " GallanS!flll 11. Geban V.U.. dan Le ' ' ' ; ' . 
' Kawa ... n "-"intuQn lndu,tri 

' lrdusttl ' ' ; ' . , KawHan "-runwkan Partwt...ui 
Kawasan Wlsata Alam ' ; . I 
KaWl>san w-. Buatan ; . 

K Kawu.an "-"intuklln Parmuklman 
' ' 



., � .................. � 
l<.8Mnn�dln� ; . .......... ; . -- ' . 
JUlBetN•��- ' -- -- -- ' . I ........, .... i . 
�l<-o-C:CCM •• . 

KEN DARI, 



LA.MPIRAN OJ PERATURAN WALIKOTA. KENDA.RI 
KOMOR '7 TAHUK 2019 
TAK GOAL : {; FEB RUA.RI 2019 

Tabel Ka .... n Kriterla Kebutuhan Menara pada Zona Menara 

.. --�-"" ' -- 

• 

o Klw•Nn Perunwluln Hlltlln Produk•I 
Kaw.un Hulan Produu, T�tu 
Kl-url Hu!9n Procklks, T --- -- D KawllNn Pwuntuun "-nllln 
� P-..n lMlltl e..,, 
"-NII p_...., u,han ' "-un P•n.r-, Pq.., ' Kawenn T..,.,....,, T•hunan1P,r11ebun,n ' --- ' ' KawH•n�n� .... n ... ,,_,_, ..... 

' Kawaun Pwuntululn - ' """' ,O...,,Vil.t,fWI 
G Kaw•Nn "-""-n lndlMlrt 

lndu1tri 

" KI-Nn �luln P,rtwlNt. 
"-""" Wint. Almn 
Kawl,...., WiQI.I au.., 
� .. n,._n...........,_,.n 
Kaw9un,._dl� 
� ..... P...........,d, Perde .... 



, KmwaMro P..unlukan K�u• 
• • • • • • l, __ ,_.....,,_ • • • • • • 
• • • • • • 

' ': ' , ' '}' -- 
�� -- ' , ' G�I- � 

• • • . ' 
• • • • • . ' 

Kf:!a'IDQID. 

II] . d,?fWbolel'bn 

I 

( 
\ 

- WALl1ts KENDARI, 
' ' 

" 



LAIIPIRAft' IV PERATUR.All' WALlKOTA KENDARI 
1'011.0R {J TAHUlf 2019 
TAlfOGAL ('J FEBRUARI 2019 

Uustn.si Radius KeMlamata.n Ruane di Seldtar Menan. 

.s: .. •• I ...... '"• •• <, ........ 
• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• ····-•···· •• •• ... I ... • •• •• • .. I -, • • • • . I -, •• • • • . I . • • • • ! \ 



LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA KENDARI 
ROMOR : c TAHUl'f 2019 I TANGGAL : \} FEBRtJARI 2019 

Dustn.si M•nan. Kamufl.ase denpn llodlftkaal Bentuk Fulk Menan. 

- dillam bentuk pohon 

Ai.�OTt KENDA.RI, 

' ., 
" 



LAMPIRAN VI6PERATURAN WALIKOTA KENOARI 
NOMOR : TAHtJN 2019 
TAft'GGAL : {1 FEBRUARI 2019 

1. Ilustrasl Jarak Bebas Manara di Atas 60 Meter terhadap Jarin&an Jalan 

�"'ngan: --· ---�i--- ,., ., 

2. Du.t.-...1 Jank Bebas Menan. di Ba-b 60 Mater terhadap Jarinpn Jal.an 

Mlt,,.ngon 

l(llcl -· .,. .,.. - lert\llGIII> jlllli • % 
TAMPAK MEHARA 



3. D1U1traal Jaralr. Bebas Menara Mandiri di A.tu 60 Meter t•rhadap Baneu-n,an 

- 

• 

··-· 

DENAH MEN.ARA 

�--= Kala.......,. :X 
;....- _,...,., � : zx 

4. Dustrasl .Jaralr. Bebu Menan. Maadlrl d.l Bawah 60 Meter terhadap 
Ban&u..nan Terdelr.at 

TAMPAK MEN.ARA 

- 

K-M!OM: l(jokJ......... :x J•-- � blr9Jnln : x 



I 5. Ilustrasl .Jan.k Bebu Menan. Tere1ao1 terhadap Ban1unan Terdekat 

·.----,---, 
' ' ' ' l�.i::;:::::;::t:::;;;1----1 ... • 

,','.'''',/ .... ........... 
' .. ' •• ... .. ' ' ,, 

TAIIPAK MENARA TtREGAIIG 



6. Dwitnal Jank Bebaa Meaara Tunffal di A.tas SO Meter terhadap Baal\UUU' 
Terdekat 

T--•••• 

W�OTA KENDARI, 


